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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi
2.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta (dalam Astuti, 2009: 31-32), partisipasi adalah
pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan
dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan
segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan
yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab
atas segala keterlibatan.

Hal serupa diungkapkan oleh Huneryear dan Heoman (dalam Astulti,
2009:32) yang mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan
emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan
terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.
Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan juga oleh Fasli Djalal
dan Dedi Supriadi (2001:201-202), yaitu pembuat keputusan yang
menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk
penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.
Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka
sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan

masalahnya.
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Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud
dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses
desentralisasi diupayakan perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up)
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembangunan masyarakatnya.

Pendapat lain dari Adi (2007, dalam Fatwani, 2013:3), partisipasi
adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah
dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan
tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya
mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi
perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam)
pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek
tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan;

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam
perubahan yang ditentukannya sendiri;

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan

kebebasannya untuk melakukan hal itu;
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Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek,
agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan
dampak-dampak sosial,

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155)

sebagai berikut:

1.

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat
setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta
proyek-proyek akan gagal;

bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk
proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek
tersebut;

partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa vyang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah

meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik

langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan
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dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-

kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

2.1.2 Prinsip — Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang

dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh

Department for International Development (DFID) (dalam Sumampouw,

2004: 106-107) adalah:

1.

Cakupan.

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena
dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek
pembangunan.

Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership).

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan,
kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk
menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna
membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur
masing-masing pihak.

Transparansi.

Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi
dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga
menimbulkan dialog.

Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan



13

distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari
terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).
Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam
setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing
power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan
dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (Empowerment).
Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui
keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu
proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama.
Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk
saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan
yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber
daya manusia.
2.1.3 Bentuk dan Tipe Partisipasi
Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat
dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta
benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran,
partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan

partisipasi representatif (Sumampouw, 2004: 106-107). Dari berbagai bentuk



14

partisipasi tersebut, Sumampouw mengelompokkan partisipasi menjadi 2
jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki
wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata
(abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga
dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah
partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan
partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-
usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta
benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah
partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-
usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan
partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan
yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide,
pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program
maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk
mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna
mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh

partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian,
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dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam
rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat
terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan
yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif
dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya
yang duduk dalam organisasi atau panitia (Sumampouw, 2004: 106-107).

Partisipasi menurut Effendi (dalam Astuti, 2009: 37), terbagi atas
partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal
karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil
bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat
berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi
horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau
kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.
Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat
yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (dalam Astuti, 2009: 37), partisipasi masyarakat
dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non
fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat
(orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti
mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu
pemerintah  membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan

menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk
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bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi
keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional
dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui
pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat
untuk bersekolah.

Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat Kita sebut juga sebagai
tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa
(1999: 32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh)
tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif,
partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi,
partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif,
dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini:

1. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara
diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak
oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan
tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada
kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat
berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak
punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses
penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama

masyarakat.
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3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan
cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun
pandangannya  sendiri  untuk  kemudian  mendefinisikan
permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-
tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan
bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan
pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk
ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi
dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi
mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;
masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses
pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk
melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif
yang disediakan/diterima habis.

5. Partisipasi  fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan
membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan
dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada
keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya,
kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll)
tetapi pada saatnya mampu mandiri.

6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis

bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan
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pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan
yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-
disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar
yang terstruktur dan sistematik; kelompok-kelompok masyarakat
mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka,
sehingga merekamempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan
kegiatan.

7. Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil
inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk
mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;
masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain
untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang
dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan
sumberdaya yang ada.

Menurut BKKBN Pusat Pelatihan Gender dan peningkatan kualitas
perempuan (2008) bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam program KB
diwujudkan dalam bentuk :

1. Sebagai penyuluh
Tokoh masyarakat harus berkomunikasi, mengajak dan
menyampaikan gagasan dan tentang program KB.

2. Sebagai penggerak
Mengajak, mengkoordinasikan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat di lingkungan agar masyarakat sadar bahwa yang
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dikerjakan demi keuntungan masyarakat sendiri, yaitu menciptakan
masyarakat/keluarga kecil bahagia sejahtera.
3. Sebagai Motivator
Mendorong masyarakat dengan cara persuasif atau membujuk agar
masyarakat mau tahu tentang program KB sebagai wujud tanggung
jawab pada dirinya, keluarga dan bangsanya.
4. Sebagai Teladan
Gerak gerik atau tindakan tokoh masyarakat dalam kehidupannya
akan dinilai oleh warganya dan akan jadi tuntunan atau panutan bagi
masyarakat
2.1.4 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi
Ada beberapa faktor yang dapat berhubungan dengan partisipasi
masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat
mendukung suatu keberhasilan program atau dapat menghambat keberhasilan
program. Angel (1967, dalam Firmansyah, 2009) menyatakan bahwa
partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat berhubungan dengan beberapa
faktor, yaitu:
1.  Usia
Faktor usia merupakan faktor yang berhubungan dengan sikap
seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral

kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih
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banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia
lainnya.
2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa
menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur”
yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang
terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama
nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan
emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.
Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang
terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan
kesejahteraan seluruh masyarakat.
4.  Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian

yang mapan.
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5.  Lamanya tinggal
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam
lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan
cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap
kegiatan lingkungan tersebut.

Holil (1980, dalam Firmansyah, 2009) mengungkapkan bahwa unsur-
unsur dasar partisipasi sosial yang berhubungan dengan partisipasi
masyarakat adalah:

1.  Kepercayaan diri masyarakat;

2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;

3. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;

4.  Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki

keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;

5.  Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima
dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;

6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam
lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian
bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran
kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;

8.  Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
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9. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah,
kebutuhan - kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum
masyarakat.

Faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam suatu

program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980:

10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal

dari luar/lingkungan, yaitu:

1.

Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara
warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di
dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;

Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan
keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan
bangsayang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi
masyarakat;

Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan
struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan
mendorong terjadinya partisipasi sosial;

Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam
keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang
memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa,

gagasan, perseorangan atau kelompok.
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2.1.5 Macam-Macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam (Astuti, 2009: 39-40) membedakan partisipasi
menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan,
partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan,
dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila
dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang
terintegrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan
alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai
gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal
pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut
untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini contohnya
kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan
terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Astuti, 2009:
39). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan
yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati
sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun

tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan
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berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus
atau sumber utama pembangunan. Menurut Cohen dan Hoff (dalam Astuti,
2009: 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program
meliputi penggerakkan sumber daya dan dana; kegiatan administrasi dan
koordinasi; serta penjabaran program.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak
terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang
bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai
dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat
seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam
evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara
menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada
penyimpangan.

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Astuti,
2009: 40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1.  Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain;

a. Pengambilan keputusan, vyaitu penentuan alternatif dengan

masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang

menyangkut kepentingan bersama.
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b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam
pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang
dilaksanakan.

c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas
hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara
menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana

pelaksanaan program berjalan.

2.1.6 Tingkatan Partisipasi
Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7
tingkatan, yaitu :

1. Manipulation, merupakan tingkat paling rendah mendekati
situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.

2. Consultation, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang
untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka
harapkan.

3. Consensus-building, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder
berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling
bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.
Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan
kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.

4. Decision-making, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan

pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa
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tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada
tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam
individu maupun kelompok.

5. Risk-taking, vyaitu dimana proses yang berlangsung dan
berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan,
tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut
keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua
orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan.
Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.

6. Partnership, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil
yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur
dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.

7. Self-management, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat.
Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (learning
process) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi

perhatian.

2.2 Tokoh Masyarakat

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang
penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang
besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola
aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.

Menurut BKKBN (2008:2) Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang

berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena
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pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta Segala tindakan
dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya

Menurut Ahira (2007:1) tokoh masyarakat merupakan:

“orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena
kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan.
la menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang
dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai
seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak
orang”

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2010
pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “Tokoh masyarakat adalah seseorang yang
karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau
Pemerintah”

Menurut Abdillah Hanafi (Koentjaraningrat, 1983:113) tokoh masyarakat
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya.
2. Memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang
kebanyakan, terutama pengikutnya.
3. Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya
sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.
Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua (Koentjaraningrat, 1983:113),
yaitu:
1. Tokoh Masyarakat Formal
Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan

karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti:

a. Camat
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b. Kepala Desa/ Lurah

c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya.
2. Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya
akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh
masyarakat di lingkungannya, yaitu:

a. tokohagama

b. tokoh adat

c. tokoh perempuan

d. tokoh pemuda, dan lain-lain

2.3 Keluarga Berencana (KB)

2.3.1 Definisi KB

Menurut Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014, tentang
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga
Berencana (KB) merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia
ideal melahirkan. Selain itu KB juga mengatur kehamilan melalui promosi,
perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi guna
mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas
merupakan keluarga yang terbentuk atas perkawinan yang sah dan bercirikan
sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,
berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.
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Sulistyawati (2013:32) menyebutkan bahwa Keluarga Berencana
merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang
diinginkan. Keluarga Berencana juga didefinisikan sebagai usaha langsung
dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sehingga tercapai keluarga
kecil bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2004).

2.3.2 Tujuan Program KB

Tujuan dilaksanakan program KB vyaitu untuk membentuk keluarga
kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara
pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan
sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013:32).

Hartanto (2002:27) mengungkapkan bahwa tujuan program KB lainnya
yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai
tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase
(menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut
yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda,
jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014,
mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga , tujuan
dari Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. mengatur kehamilan yang diinginkan;

2. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan

anak;
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meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan, konseling,
dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik
Keluarga Berencana; dan

mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk

menjarakkan jarak kehamilan.

2.4 Kontrasepsi

2.4.1 Definisi Kontrasepsi

Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya

kehamilan yang bersifat sementara maupun permanen (Wiknjosastro,

2007:37). Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma

(konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke

dinding rahim (Nugroho dan Utama, 2014:43).

2.4.2. Efektivitas (Daya Guna) Kontrasepsi

Menurut Wiknjosastro (2007:38) efektivitas atau daya guna suatu cara

kontrasepsi dapat dinilai pada 2 tingkat, yakni:

1.

Daya guna teoritis (theoretical effectiveness), yaitu kemampuan
suatu cara kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan
yang tidak diinginkan, apabila kontrasepsi tersebut digunakan
dengan mengikuti aturan yang benar.

Daya guna pemakaian (use effectiveness), yaitu kemampuan

kontrasepsi dalam keadaan sehari-hari dimana pemakaiannya
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dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemakaian yang tidak hati-

hati, kurang disiplin dengan aturan pemakaian dan sebagainya.

2.4.3. Memilih Metode Kontrasepsi

Hartanto (2002:28) mengungkapkan bahwa metode kontrasepsi yang

baik ialah kontrasepsi yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1.

2.

5.

6.

Aman atau tidak berbahaya

Dapat diandalkan

Sederhana

Murah

Dapat diterima oleh orang banyak

Pemakaian jangka lama (continution rate tinggi).

Hartanto (2002:28) menyampaikan bahwa faktor-faktor dalam memilih

metode kontrasepsi yaitu:

1.

Faktor pasangan

a.

b.

f.

g.

Umur

Gaya hidup

Frekuensi senggama

Jumlah keluarga yang diinginkan
Pengalaman dengan kontraseptivum yang lalu
Sikap kewanitaan

Sikap kepriaan.

2. Faktor kesehatan

a.

Status kesehatan
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b. Riwayat haid

c. Riwayat keluarga

d. Pemeriksaan fisik

2.4.4. Macam-macam Kontrasepsi
1.  Metode Kontrasepsi Sederhana
Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode
kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat.
Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi
(MAL), Couitus Interuptus, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks,
Metode Suhu Basal Badan, dan Simptotermal yaitu perpaduan antara
suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana
dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida
(Handayani, 2010:33).
2.  Metode Kontrasepsi Hormonal
Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi dua

yaitu kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen
sintetik) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal
kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan
kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik
dan implant (Handayani, 2010:33).
3. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

(AKDR)
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Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu
AKDR yang mengandung hormon sintetik (sintetik progesteron) dan
yang tidak mengandung hormon (Handayani, 2010:33). AKDR yang
mengandung hormon Progesterone atau Leuonorgestrel yaitu
Progestasert (Alza-T dengan daya kerja 1 tahun, LNG-20 mengandung
Leuonorgestrel (Hartanto, 2002:28).

4.  Metode Kontrasepsi Mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode
Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW
sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah
memotong atau mengikat saluran tuba/tuba falopii sehingga mencegah
pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal
dengan nama vasektomi, vasektomi yaitu memotong atau mengikat
saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau

ejakulasi (Handayani, 2010:33).

2.5. Metode Operasi Pria (MOP)

Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua kata yaitu
vas dan ektomi. Vasektomi adalah pemotongan sebagian (0,5cm-1cm) pada vasa
deferensia atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong vas
deferen sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung
spermatozoa, sehingga tidak terjadi pembuahan, operasi berlangsung kurang lebih

15 menit dan pasien tak perlu dirawat. Sperma yang sudah dibentuk tidak akan
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dikeluarkan oleh tubuh, tetapi diserap dan dihancurkan oleh tubuh (Mulyani dan
Rinawati, 2013:45).
2.5.1. Jenis-jenis Metode Operasi Pria (MOP)
1. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP atau No-scalpel Vasectomy)
Vasektomi tanpa pisau (diciptakan Key-Hole), di mana hemostat
tajam, untuk menusuk skrotum, sehingga mampu mengurangi waktu
penyembuhan serta menurunkan kesempatan infeksi (sayatan).
2. Vasektomi dengan insisi skrotum (tradisional)
Vasektomi dengan insisi skrotum, dimana dilakukan pembedahan
kecil pada deferensia vasa manusia yang terputus, dan kemudian diikat
/ ditutup dengan cara seperti itu untuk mencegah sperma dari memasuki
aliran mani (ejakulasi).
3. Vasektomi semi permanen
Vasektomi Semi Permanen yakni vas deferen yang diikat dan bisa
dibuka kembali untuk berfungsi secara normal kembali dan tergantung
dengan lama tidaknya pengikatan vas deferen, karena semakin lama
vasektomi diikat, maka keberhasilan semakin kecil, sebab vas deferen
yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap sperma
adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing (Mulyani dan

Rinawati, 2013:45).
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2.5.2. Keuntungan dan kerugian menggunakan Metode Operasi Pria

(MOP)

Keuntungan menggunakan metode KB Metode Operasi Pria (MOP)
atau vasektomi menurut Hartanto (2012:28) yaitu lebih efektif, aman bagi
pengguna, sederhana, waktu operasi cepat hanya memerlukan waktu 5-10
menit, menggunakan anestesi lokal, biaya rendah hingga gratis, secara budaya
sangat dianjurkan untuk negara yang penduduk wanitanya malu ditangani
tenaga medis pria.

Keuntungan lainnya yaitu komplikasi yang dijumpai sedikit dan ringan
baik dilakukan oleh laki-laki yang tidak ingin punya anak dan tidak
mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menikmati hubungan seksual
(Mulyani dan Rinawati, 2013:45). Kerugian kontrasepsi mantap pria yaitu
diperlukan suatu tindakan operatif, kadang-kadang menyebabkan komplikasi
seperti rasa nyeri dan tidak nyaman, bengkak, perdarahan atau infeksi dan
tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual dan HIV
(Mulyani dan Rinawati, 2013:46).

Kontrasepsi mantap pria belum memberikan perlindungan total sampai
semua spermatozoa yang sudah ada di dalam system reproduksi distal dari
tempat oklusi vas deferens dikeluarkan, sehingga pasien diminta untuk
memakai kondom terlebih dahulu untuk membersihkan tabung dari sisa
sperma yang ada. Mengetahui yang steril atau tidak, pemeriksaan
mikroskopis biasanya dilakukan 16 minggu setelah operasi dengan 24 kali

ejakulasi menurut Hancock (dalam Ramasamy dan Schlegel, 2011:112).
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2.5.3. Efek samping Metode Operasi Pria (MOP)

Efek samping pada pengguna vasektomi tidak memiliki efek yang
bersifat merugikan, sperma yang diproduksi akan kembali diserap tubuh
tanpa menyebab gangguan metabolisme, rasa nyeri atau ketidaknyamanan
akibat pembedahan yang biasanya hanya berlangsung beberapa hari, infeksi
akibat perawat bekas operasi yang tidak bagus atau disebabkan karena dari
lingkungan luar bukan dari vasektomi dan vasektomi tidak berpengaruh
terhadap kemampuan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual (Mulyani

dan Rinawati, 2013:45).

2.5.4. Indikasi dan kontraindikasi Metode Operasi Pria (MOP)

1. Indikasi MOP yaitu menunda kehamilan, mengakhiri kesuburan,
membatasi kehamilan dan setiap pria, suami dari suatu pasangan
usia subur yang telah memiliki jumlah anak cukup dan tidak ingin
menambah anak (Saifudin,2010:23).

2. Kontra indikasi MOP vyaitu infeksi kulit lokal misalnya scabies,
infeksi traktus genetalia, kelainan skrotum atau sekitarnya
(varicocele,hydrocele  besar, filariasis, hernia inguinalis,
orchiopexy, luka parut bekas operasi hernia, skrotum yang sangat
tebal), penyakit sistemik (penyakit-penyakit perdarahan, diabetes
melitus, penyakit jantung koroner yang baru) dan riwayat
perkawinan, psikologi atau seksual yang tidak stabil menurut

Hartanto (2012:28).
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2.5.5. Komplikasi Metode Operasi Pria (MOP)

Komplikasi yang terjadi pada pria yang menggunakan Metode Operasi

Pria (MOP) antara lain :

1.

Komplikasi minor : 5% dan 10% pria mengalami masalah lokal
minor setelah prosedur. Setelah efek anestesia lokal hilang (sekitar
dua jam), pasien akan merasa sedikit tidak nyaman yang biasanya
dibantu dengan mengonsumsi penghilang rasa sakit ringan
(paracetamol atau aspirin). Sebagian besar pria menyadari adanya
pembengkakan dan memar ringan di sekitar area operasi yang
berlangsung selama beberapa hari. Terkadang terjadi infeksi dan
membutuhkan antibiotik. Apabila merasakan adanya nyeri,
bengkak atau kemerahan yang menetap, segera hubungi dokter
umum (Glasier, dalam Ambarawati, 2012:22).

Komplikasi mayor : hematoma (terjadi masa bekuan darah dalam
kantong skrotum yang berasal dari pembuluh darah yang pecah),
terapi untuk hematoma kecil adalah kompres es dan istirahat
beberapa hari, untuk hematoma besar skrotum kembali dibuka, ikat
pembuluh darah dan lakukan drainase. Komplikasi lainnya yaitu
infeksi, sperm granuloma (bocornya spermatozoa kedalam
jaringan sekitarnya). Terapi untuk granuloma yang kecil adalah
kompres es, istirahat cukup, dan pemberian NSAID, dan untuk
granuloma besar harus dilakukan eksisi menurut Hartanto (dalam

Ambarawati, 2012:22).
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Ramasamy dan Schlegel (2011:102) komplikasi awal vasektomi
meliputi hematoma dan infeksi, dengan kejadian rata-rata pada laporan yang
dipublikasikan yaitu sekitar 2% dan 3,4%. Nyeri testis kronis atau sindrom
nyeri post vasektomi adalah salah satu komplikasi vasektomi postoperatif

yang paling sering dialami oleh pasien post vasektomi

2.5.6. Syarat melakukan Metode Operasi Pria

Handayani (dalam Ambarawati,2012:22) mengungkapkan syarat untuk

melakukan vasektomi antara lain:

1. Syarat sukarela vyaitu klien benar-benar bersedia memakai
kontrasepsi mantap secara sukarela, tidak ada paksaan dan klien
telah mengetahui semua yang berhubungan dengan kontrasepsi
mantap.

2. Syarat bahagia yaitu perkawinan sah dan harmonis, memiliki anak
hidup dua orang, umur anak terkecil > 2 tahun, keadaan fisik dan
mental anak sehat, mendapat persetujuan istri dan umur istri 25-45

3. Syarat sehat yaitu dilakukan melalui pemeriksaan pra-bedah oleh

dokter.
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